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 This reseach analyzes the authority of the district court in 
executing the declaratory decision in the Second Judicial Review 
Decision Number: 1104 PK/PDT/2022. Theoretically, declaratory 
judgments are non-executable as they only affirm a legal status 
without a condemnatory clause. However, in this case, the Chief 
Judge of Denpasar District Court issued an execution order, 
contradicting established legal principles. The research employs 
normative legal research methods, including statutory, analytical, 
and case approaches. The findings reveal that executing a 
declaratory judgment requires a new lawsuit demanding a 
condemnatory clause, such as an order to comply with the previous 
judgment. Additionally, execution can proceed provisionally 
(uitvoerbaar bij voorraad) despite appeals, provided it meets 
relevance criteria and does not conflict with other rulings. These 
results highlight the need for judicial institutions to clarify and 
reinforce the principles governing the execution of declaratory 
judgments. 
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 Penelitian ini menganalisis kewenangan pengadilan negeri dalam 
melaksanakan eksekusi putusan deklaratoir dalam Putusan 
Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 1104 PK/PDT/2022. Secara 
teoritis, putusan deklaratoir bersifat non-executable karena hanya 
memuat penegasan suatu keadaan hukum tanpa amar 
condemnatoir. Namun, dalam kasus ini, Ketua Pengadilan Negeri 
Kelas IA Denpasar mengeluarkan penetapan eksekusi, yang 
bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, analisis, dan kasus. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan deklaratoir 
hanya dapat dilakukan melalui gugatan baru yang meminta amar 
condemnatoir, seperti penghukuman untuk mematuhi putusan 
sebelumnya. Selain itu, eksekusi dapat dilaksanakan dengan 
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada 
upaya banding, asalkan memenuhi syarat relevansi dan tidak 
bertentangan dengan putusan lain. Temuan ini mengindikasikan 
perlunya penegasan ulang terhadap pemahaman dan penerapan 
asas eksekusi dalam putusan deklaratoir oleh lembaga peradilan. 
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1. Pendahuluan 

Rangkaian akhir dari seluruh proses pemeriksaan, pengadilah, dan penyelesaian 
sengketa keperdataan diakhiri dengan tahap pelaksanaan (eksekusi) dalam hukum 
acara perdata. Eksekusi ini, meskipun bukan keharusan bagi setiap sengketa, mutlak 
diperlukan untuk memberikan perlindungan kualitas yang meliputi ketersediaan, 
kelengkapan, keotentikan, dan kerahasiaan informasi atau objek sengketa, dengan 
kewajiban untuk dilaksanakan sesuai prosedur. 1  Karena esensinya yang penting, 
pelaksanaan (eksekusi) putusan harus dilakukan dengan seksama dan patuh pada 
diktumnya (executio est executio juris secundum judicium). Putusan deklaratoir sekadar 
menyatakan suatu kondisi. Namun, prinsip eksekusi mensyaratkan putusan harus 
mengandung amar condemnatoir, yakni amar yang memerintahkan salah satu pihak 
melakukan atau tidak melakukan tindakan spesifik, barulah ia dapat dieksekusi. 
Putusan deklaratoir bersifat non-executable. Oleh karena itu, agar putusan deklaratoir 
dapat dijadikan dapat dieksekusi, upaya hukum yang harus ditempuh adalah 
mengajukan gugatan kembali untuk mendapatkan diktum yang menghukum 
(condemnatoir) pihak yang kalah.2 

Terkiat dengan putusan yang bersifat deklaratoir seperti dikemukakan sebelumnya 
bersifat non executable atau tidak dapat dieksekusi, namun hal ini berbeda dari yang 
seharusnya terjadi pada perkara Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor: 1104 PK/PDT/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo. Putusan 
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 PK/Pdt/2020 
tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 
64/PDT/2017/PT. DPS. Tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 
Nomor: 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Januari 2017 antara Abdul Aziz Alamudi 
Bin Husin Alamudi melawan I Made Gelar, Azis Husin, Haji Syahril Hs dan Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dengan objek sengketa berupa bidang 
tanah Hak Milik, yang semula dalam Pipil Nomor : 1881, Persil Nomor 263, Klas III, 
seluas 1,060 Ha, terletak di Desa Kerobokan Nomor 116, Kecamatan Kuta, Daerah 
Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, saat ini telah berubah menjadi bidang tanah 
Hak Milik dalam Sertifikat Nomor 4773/Kel. Kerobokan Kelod, seluas 10.600 M2, Surat 
Ukur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, NIB 
22.03.08.05.03136, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, 
Kabupateni Badung,i Provinsii Balii yangi padai prinsipnyai perkarai dimaksudi adalahi 

sengketai haki kepemilikani darii padai objeki sengketa. 

Putusani Peninjauani Kembalii Keduai Mahkamahi Agungi Republiki Indonesiai Nomor:i 

1104i PK/PDT/2022i tanggali 12i Januarii 2023i memilikii amari putusani sebagaii berikut: 

MENGADILI 

 
1 Dinata, K. I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video 

Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT 
KDI). Jurnal Pembangunan H ukum Indonesia, 6(3), 328-351. 

2 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua), Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010, hlm. 337. 
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- Mengabulkani permohonani peninjauani kembalii keduai darii Pemohoni 

Peninjauani Kembalii Keduai Almarhumi HAJIi SYAHRILi HS.i yangi 

dilanjutkani olehi Ahlii Warisnyai yaitu:i 1.i SEDY,i 2.i HENDRAi H.S.,i 3.i ALDYi 

tersebut; 
- Membatalkani Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 406i PK/Pdt/2020i 

tanggali 22i Junii 2020i yangi menguatkani Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 

1880i K/Pdt/2018,i tanggali 8i Oktoberi 2018i yangi menguatkani Putusani 

Pengadilani Tinggii Balii Nomori 64/PDT/2017/PTi DPS.,i tanggali 26i Julii 2017i 

yangi menguatkani Putusani Pengadilani Negerii Denpasari Nomori 

692/Pdt.G/2015/PNi Dps.,i tanggali 16i Januarii 2017; 
 

MENGADILIi KEMBALI: 
Dalami Eksepsi: 

- Menolaki eksepsii darii Tergugati Ii Konvensi/Turuti Tergugati Ii Rekonvensi,i 

Tergugati IIi Konvensi/Turuti Tergugati IIi Rekonvensi,i Tergugati IIIi 

Konvensi/Penggugati Rekonvensii tersebut; 
Dalami Konvensi: 

- Menolaki gugatani Penggugati Konvensi/Tergugati Rekonvensii seluruhnya; 
Dalami Rekonvensi: 

1. Mengabulkani gugatani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii untuki 

sebagian; 
2. Menyatakani juali belii antarai Tergugati IIi Konvensi/Turuti Tergugati IIi Rekonvensii 

dengani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii sebagaimanai terdapati 

dalami Aktai Perjanjiani Nomori 100i dani Aktai Juali Belii Nomori 248i adalahi sahi dani 

berdasari hukumi sertai mempunyaii kekuatani hukumi mengikat; 
3. Menyatakani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii adalahi pemiliki sahi 

atasi sebidangi tanahi seluasi 10.600i m2i (sepuluhi ribui enami ratusi meteri persegi)i 

dengani Sertifikati Haki Miliki Nomori 4773,i terletaki dii Banjari Batui Belig,i Desai 

Kerobokan,i Kecamatani Kutai Utara,i Kabupateni Badung,i Provinsii Bali; 
4. Menyatakani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii adalahi pembelii yangi 

beriktikadi baiki dani sudahi sepatutnyai mendapatkani perlindungani hukum; 
5. Menyatakani Tergugati Rekonvensi/Penggugati Konvensii telahi melakukani 

perbuatani melawani hukum; 
6. Menghukumi Parai Turuti Tergugati Rekonvensii untuki tunduki dani patuhi atasi 

putusani ini; 
7. Menolaki gugatani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii selaini dani 

selebihnya;i  
Dalami Konvensii dani Rekonvensi: 

- Menghukumi Termohoni Peninjauani Kembalii Keduai untuki membayari biayai 

perkarai dalami semuai tingkati peradilan,i yangi dalami pemeriksaani peninjauani 

kembalii keduai inii sejumlahi Rp.2.500.000,00i (duai jutai limai ratusi ribui rupiah); 
 
Berdasarkani amari putusani tersebuti demii hukumi dani demii teorii hukumi yangi 

dikemukakani parai ahli-ahlii hukumi bahwai putusani aquoi memilikii sifati daripadai 

putusani deklaratoiri dani satu-satunyai amari yangi bisai dii eksekusii adalahi membayari 

biayai perkara.i Sepertii yangi kitai ketahuii bersamai putusani deklaratoiri merupakani 

putusani yangi noni executablei ataui tidaki dapati dieksekusi,i namuni pelaksanaani 

dilapangani berbeda,i Ketuai Pengadilani Negerii Kelasi IAi Denpasari memberikani 
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penetapani bahwai putusani tersebuti dapati dii eksekusii dengani dikeluarkannyai surati 

Nomor:i 75/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/1/2024i tanggali 11i Januarii 2024i jo.surati Nomor:i 

782/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/V/2024i tanggali 14i Meii 2024i yangi kedua-duanyai 

merupakani surati pemberitahuani pelaksanaani eksekusii terhadapi putusani dimaksud. 

Penulisani jurnali ilmiahi inii memilikii permasalahani yangi hendaki ditelitii berdasarkani 

latari belakangi masalahi yangi telahi dijabarkani dii atas,i adapuni permasalahani dimaksudi 

adalah:i  

1. Kewenangani Pengadilani Negerii dalami melaksanakani eksekusii putusani deklaratoiri 

padai Putusani Peninjauani Kembalii Keduai Nomor:i 1104i PK/PDT/2022. 

2. Upayai hukumi yangi dapati dilakukani untuki mengeksekusii putusani yangi bersifati 

deklaratoir. 

Penulisani jurnali ilmiahi inii bertujuani untuki mengetahuii dani menganalisai mengenaii 

eksekusii putusani deklaratoiri olehi Pengadilani Negerii padai Putusani Peninjauani Kembalii 

Keduai Nomor:i 1104i PK/PDT/2022i dani Upayai hukumi yangi dapati dilakukani untuki 

mengeksekusii putusani yangi bersifati deklaratoir. 

Statei ofi arti dalami jurnali ilmiahi inii bergunai untuki mengetahuii hasili daripadai penelitiani 

terdahului dengani topiki yangi berhubungani dengani eksekusii putusani deklaratoir.i Sertai 

jugai untuki membuktikani bahwai jurnali ilmiahi inii memilikii kebaharuani dii dalami 

pembahasannyai dani tidaki melakukani upaya-upayai yangi berhubungani dengani 

tindakani plagiati dalami penyusunani jurnali ilmiahi ini.i Adapuni digunakani 2i (dua)i jurnali 

ilmiahi terdahului sebagaii statei ofi art,i antarai lain:i 1)i Rezkyi Apdinai Arzani,i tahuni 2018,i 

terbiti dii Akmeni Jurnali Ilmiahi Volumei 15,i Nomori 2,i dengani juduli “Tinjauani Yuridisi 

Terhadapi Putusani Declaratoiri Yangi Tidaki Dapati Dieksekusi”3
i dani 2)i Geofannyi M.C.i 

Runtu,i tahuni 2024,i terbiti dii Jurnali Fakultasi Hukumi UNSRATi Lexi Administratum,i 

Volumei 12,i Nomori 4,i dengani juduli “Proseduri Pelaksanaani Eksekusii Putusani 

Pengadilani Dalami Perkarai Perdata”4. 

Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut yaitu, penelitian oleh Rezky Apdina 
Arzani (2018) dalam artikel berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir 
yang Tidak Dapat Dieksekusi” berfokus pada karakter normatif putusan deklaratoir 
dalam hukum acara perdata. Penelitian tersebut menegaskan bahwa putusan 
deklaratoir secara prinsip bersifat non-executable karena tidak mengandung amar 
condemnatoir. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan doktrin klasik 
hukum acara perdata, khususnya dalam mengklasifikasikan jenis putusan dan implikasi 
hukumnya terhadap eksekusi. Namun demikian, penelitian tersebut bersifat 
konseptual-doktrinal dan belum mengkaji praktik penyimpangan atau anomali 
penerapan eksekusi putusan deklaratoir oleh pengadilan, apalagi dikaitkan dengan 
putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 
3  Arzani, R. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat 

Dieksekusi. AkMen Jurnal Ilmiah, 15(2). 
4  Runtu, G. M. (2024). Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara 

Perdata. LEX ADMINISTRATUM, 12(4). 
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Selanjutnya, penelitian oleh Geofanny M.C. Runtu (2024) dalam artikel “Prosedur 
Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata” mengkaji 
mekanisme dan tahapan eksekusi putusan perdata secara umum, dengan 
menitikberatkan pada aspek prosedural, kewenangan pengadilan, serta peran aparatur 
peradilan dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini memberikan gambaran sistematis 
mengenai bagaimana eksekusi seharusnya dilaksanakan menurut hukum acara perdata, 
namun tidak secara spesifik membedakan implikasi eksekusi berdasarkan jenis putusan 
(deklaratoir, konstitutif, atau condemnatoir) dan tidak menelaah persoalan eksekusi 
terhadap putusan yang secara teoritis tidak memiliki daya laksana. 

2. Metodei Penelitian 

Metodei penelitiani yangi akani diadopsii dalami karyai tulisi inii adalahi penelitiani hukumi 

normatif,i yangi identiki dengani istilahi normativei legali research.i Metodei inii melibatkani 

analisisi komprehensifi terhadapi berbagaii komponeni hukumi positif,i dii antaranyai adalahi 

regulasi,i asas,i norma,i kaidahi hukum,i keputusani pengadilan,i kontrak,i dani doktrini 

hukum.i Penelitiani inii bermaksudi untuki merumuskani penyelesaiani atasi masalah-
masalahi hukumi yangi muncul,i melaluii pemanfaatani sumberi hukumi utamai dani 

pendukung,i sepertii literatur,i jurnal,i sertai sumberi informasii elektronik.5i  
 
Informasii yangi berhasili dikumpulkani darii berbagaii referensii dalami penelitiani hukumi 

normatifi inii akani disusuni sistematisi dani dijelaskani dalami bentuki analisis.i Analisisi 

tersebuti akani menggunakani duai pendekatani utama,i yaitui pendekatani regulasii dani 

pendekatani konsep.i Metodei inii berimplikasii padai perlunyai analisisi yangi mengacui padai 

hukumi yangi berlakui efektif,i sertai didukungi olehi teorii dani konsepi hukum.i Hali inii 

bertujuani untuki memperdalami wawasani terhadapi masalahi hukumi yangi diangkat,i 

sekaligusi menemukani kebenarani hakikii terkaiti isui yangi sedangi diteliti.6 
 
Jenisi pendekatani yangi digunakani adalahi Pendekatani Peraturani Perundang-Undangani 

(statutesi approach),i Pendekatani analisisi (analyticali approach),i dani pendekatani kasusi (casei 

approach).i Permasalahani akani dikajii menggunakani peraturani perundang-undangani 

sebagaii suatui sumberi bahani hukumi utamai dalami penelitiani inii dani dilanjutkani dengani 

melakukani analisai terkaiti bahani hukumi yangi adai dengani permasalahani yangi terjadii 

padai penelitiani jurnali ilmiahi ini,i sehinggai dapati ditemukani suatui kebenarani daripadai 

suatui permasalahani hukumi yangi terjadi.7 
 
Materii hukumi yangi akani dimanfaatkani dalami penelitiani inii terbagii menjadii bahani 

hukumi primer,i bahani hukumi sekunder,i dani bahani non-hukum.i Kategorii bahani hukumi 

primeri meliputi,i antarai lain,i peraturani perundang-undangani yangi berlaku,i ketetapani 

hakim,i catatani resmii pengadilan,i dani dokumen-dokumeni resmii yangi dikeluarkani olehi 

 
5 Wisanjaya, I. P. (2023). Perlindungan Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam 

Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law 
Journal), 12(4), 853-872.  

6 Rianti, N. A. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya 
Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6(4), 521-537. 

7 Kharisma, B., & Kurniawan, I. (2022). Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik Sebagai Alat 
Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law 

Journal), 11(2), 320-334. 
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institusii negarai ataui pemerintah.i Kontrasnya,i bahani hukumi sekunderi mencakupi semuai 

bentuki publikasii yangi membahasi hukumi tetapii tidaki digolongkani sebagaii dokumeni 

resmii negara.i Inii termasuki berbagaii tulisani ilmiahi sepertii buku-bukui hukum,i laporani 

penelitiani (skripsi,i tesis,i disertasi),i dani artikeli yangi dimuati dalami jurnali hukum. 8 
Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif, dengan 
menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren dan mengikat. Seluruh 
bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan identifikasi, 
klasifikasi, interpretasi, dan konstruksi hukum, guna menjawab permasalahan 
penelitian mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi 
putusan deklaratoir serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melaksanakannya. 

3. Hasili dani Pembahasan 

3.1 Kewenangani Pengadilani Negerii dalami Melaksanakan Eksekusii Putusani 

Deklaratoiri padai Putusani Peninjauani Kembalii Keduai Nomor:i 1104i PK/PDT/2022 

Eksekusii atasi putusani pengadilani dalami perkarai perdatai dii Indonesiai secarai prinsipi 

barui bisai dilaksanakani setelahi putusani itui mencapaii statusi berkekuatani hukumi tetap.i 

Namun,i terdapati kemungkinani pelaksanaannyai dilakukani lebihi awali apabilai putusani 

pengadilani memperolehi izini untuki dijalankani terlebihi dahului (uitvoerbaari biji voorraad).i 

Dasari hukumi ketentuani inii tercantumi dalami Pasali 180i ayati (1)i HIRi ataui Pasali 191i ayati 

(1)i RBg.i 
9 

Filosofii dii baliki putusani pengadilani adalahi penetapani bahwai suatui sengketai ataui 

perkarai telahi diputuskani secarai adili dani dianggapi selesai.i Penyelesaiani inii dapati 

terwujudi secarai damaii olehi pihaki yangi kalah,i ataui melaluii tindakani eksekusii jikai pihaki 

yangi kalahi menolaki melaksanakani putusani tersebuti secarai sukarela.i Eksekusii semacami 

inii bersifati paksaani dani melibatkani berbagaii perangkat,i baiki yangi berasali darii 

lingkungani pengadilani maupuni darii lembagai eksternali sepertii kepolisian,i kantori 

desa/kelurahan,i kantori lelang,i dani institusii terkaiti lainnya.10 

Putusani deklaratoiri merupakani penetapani yangi berisii pernyataani ataui penegasani 

mengenaii suatui kedudukani ataui statusi hukumi semata.i Jenisi putusani pengadilani inii 

amarnyai mengukuhkani bahwai keadaani tertentui yangi dipersengketakani dianggapi sahi 

menuruti hukum.i Dalami putusani ini,i dinyatakani bahwai terdapati pengakuani atasi hak,i 

status,i ataui prestasii tertentui sebagaimanai yangi dimohonkan.i Putusani semacami inii 

umumnyai ditemukani dalami ranahi hukumi pribadi,i misalnyai penetapani haki asuhi anaki 

ataui penegasani haki miliki atasi suatui objek.i Perani utamai darii diktumi putusani deklaratoiri 

adalahi menegaskani suatui kondisii yangi telahi adai ataui kondisii yangi telahi hilang.i Batasani 

pengertiani putusani deklaratoiri adalahi putusani yangi amarnyai sekadari memuati kata-
katai sepertii “mendeklarasikan”,i “menyatakan”,i ataui “mengukuhkan”i suatui kondisii 

ataui hubungani hukumi tanpai adanyai perintahi penghukumani terhadapi salahi satui pihaki 

 
8 Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta 

Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. Jurnal USM Law Review, 5(1), 282-298. 
9 Finallisa, Widhi Handoko, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat 

Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Kudus).” Notarius 13, No. 1 (2020): 355-371. hlm. 356. 

10 Ibid., hlm. 356. 
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untuki melakukani tindakani spesifik.i Cirii khasi putusani deklaratoiri ditandaii dengani 

penggunaani amari ataui diktumi “menyatakan”i ataui “menetapkan”.11 

Prinsipnya,i putusani yangi memenuhii syarati untuki dieksekusii adalahi putusani yangi telahi 

memperolehi kekuatani hukumi yangi tetapi (inkrachti vani gewijsde)i dani mengandungi amari 

condemnatoir.i Amari inii berartii adanyai perintahi penghukumani untuki melakukani suatui 

tindakani (condemni dalami bahasai Inggrisi berartii menghukum).i Bentuk-bentuki amari 

condemnatoiri inii dapati bermacam-macam,i sepertii perintahi untuki melakukani ataui 

menghentikani suatui perbuatan,i perintahi penyerahani ataui pengosongani suatui objek,i 

perintahi pembayarani sejumlahi dana,i dani lain-lain.12 
 
Pelaksanaani (eksekusi)i dalami hukumi acarai perdatai adalahi tahapi penutupi darii seluruhi 

prosesi pemeriksaan,i pengadilan,i dani penyelesaiani sengketai keperdataan.i Meskipuni 

demikian,i tidaki semuai sengketai perdatai menuntuti adanyai eksekusi.i Signifikansii 

eksekusii yangi sangati krusiali menuntuti pelaksanaannyai dilakukani dengani ketelitiani 

dani tidaki bolehi menyimpangi darii amari putusani (executioi esti executioi jurisi secundumi 

judicium).i Berdasarkani prinsip-prinsipi eksekusi,i putusani yangi memenuhii syarati untuki 

dilaksanakani adalahi putusani yangi dii dalamnyai terkandungi amari condemnatoir.i Amari 

inii berartii perintahi penghukumani yangi mewajibkani salahi satui pihaki untuki melakukani 

ataui menghentikani suatui tindakani spesifik.i Sebagaimanai telahi dijelaskan,i putusani 

deklaratoiri hanyai berisii amari ataui diktumi yangi menyatakani suatui kondisi.i Olehi karenai 

itu,i putusani deklaratoiri bersifati tidaki dapati dieksekusii (noni executable).i Untuki 

mengatasii kondisii inii dani memungkinkani putusani deklaratoiri dapati dipaksakani 

pelaksanaannya,i solusii hukumi yangi harusi ditempuhi adalahi mengajukani gugatani baru.i 

Langkahi inii bertujuani agari putusani tersebuti dapati dilaksanakani olehi pihaki yangi kalahi 

melaluii penambahani diktumi ataui amari yangi bersifati menghukumi (condemnatoir).13 

Meskipuni putusani yangi bersifati deklaratoiri padai dasarnyai tidaki dapati dieksekusii (noni 

executable),i kondisii inii menjadii berbedai dalami konteksi Putusani Peninjauani Kembalii 

Keduai Mahkamahi Agungi Republiki Indonesiai Nomor:i 1104i PK/PDT/2022i tertanggali 12i 

Januarii 2023.i Putusani tersebuti merupakani kelanjutani darii serangkaiani putusani 

sebelumnya:i Putusani PKi MAi Nomor:i 406i PK/Pdt/2020i (22i Junii 2020),i Putusani Kasasii 

MAi Nomor:i 1880i K/Pdt/2018i (8i Oktoberi 2018),i Putusani Pengadilani Tinggii Balii Nomor:i 

64/PDT/2017/PT.i DPS.i (26i Julii 2017),i dani Putusani Pengadilani Negerii Denpasari 

Nomor:i 692/Pdt.G/2015/PN.Dpsi (16i Januarii 2017).i Perkarai inii melibatkani Abduli Azizi 

Alamudii Bini Husini Alamudii sebagaii penggugati melawani Ii Madei Gelar,i Azisi Husin,i 

Hajii Syahrili Hs,i dani Kantori Badani Pertanahani Nasionali Kabupateni Badung.i Intii darii 

perkarai inii adalahi perselisihani haki kepemilikani atasi objeki sengketa,i yaitui bidangi tanahi 

Haki Milik.i Objeki sengketai tersebuti awalnyai tercatati sebagaii Pipili Nomor:i 1881,i Persili 

Nomori 263,i Klasi III,i dengani luasi 1,060i Ha,i berlokasii dii Desai Kerobokani Nomori 116,i 

 
11 Ibid., hlm. 888. 
12 Nurul Huda, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Deklatoir Dan Kondemnatoir Tentang 

Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ibu Kandungnya (Studi Putusan Perkara 
Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl Dan 
Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Di Pengadilan Agama Tanjung Karang), 
Lampung: Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 
2020, hlm. 1 

13 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua), Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010, hlm. 337. 
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Kecamatani Kuta,i Daerahi Tingkati IIi Badung,i Daerahi Tingkati Ii Bali.i Saati ini,i objeki 

tersebuti telahi berubahi menjadii bidangi tanahi Haki Miliki dalami Sertifikati Nomori 

4773/Kel.i Kerobokani Kelod,i dengani luasani 10.600i M2.i Sertifikati inii didukungi olehi 

Surati Ukuri tanggali 13i Oktoberi 2011i Nomori 04664/KEROBOKANi KELOD/2011,i NIBi 

22.03.08.05.03136,i yangi terletaki dii Kelurahani Kerobokani Kelod,i Kecamatani Kutai Utara,i 

Kabupateni Badung,i Provinsii Bali.. 

Putusani Peninjauani Kembalii Keduai Mahkamahi Agungi Republiki Indonesiai Nomor:i 

1104i PK/PDT/2022i tanggali 12i Januarii 2023i memilikii amari putusani sebagaii berikut: 

MENGADILI 
- Mengabulkani permohonani peninjauani kembalii keduai darii Pemohoni 

Peninjauani Kembalii Keduai Almarhumi HAJIi SYAHRILi HS.i yangi 

dilanjutkani olehi Ahlii Warisnyai yaitu:i 1.i SEDY,i 2.i HENDRAi H.S.,i 3.i ALDYi 

tersebut; 
- Membatalkani Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 406i PK/Pdt/2020i 

tanggali 22i Junii 2020i yangi menguatkani Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 

1880i K/Pdt/2018,i tanggali 8i Oktoberi 2018i yangi menguatkani Putusani 

Pengadilani Tinggii Balii Nomori 64/PDT/2017/PTi DPS.,i tanggali 26i Julii 2017i 

yangi menguatkani Putusani Pengadilani Negerii Denpasari Nomori 

692/Pdt.G/2015/PNi Dps.,i tanggali 16i Januarii 2017; 
 

MENGADILIi KEMBALI: 
Dalami Eksepsi: 

- Menolaki eksepsii darii Tergugati Ii Konvensi/Turuti Tergugati Ii Rekonvensi,i 

Tergugati IIi Konvensi/Turuti Tergugati IIi Rekonvensi,i Tergugati IIIi 

Konvensi/Penggugati Rekonvensii tersebut; 
Dalami Konvensi: 

- Menolaki gugatani Penggugati Konvensi/Tergugati Rekonvensii seluruhnya; 
Dalami Rekonvensi: 

1. Mengabulkani gugatani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii untuki 

sebagian; 
2. Menyatakani juali belii antarai Tergugati IIi Konvensi/Turuti Tergugati IIi Rekonvensii 

dengani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii sebagaimanai terdapati 

dalami Aktai Perjanjiani Nomori 100i dani Aktai Juali Belii Nomori 248i adalahi sahi dani 

berdasari hukumi sertai mempunyaii kekuatani hukumi mengikat; 
3. Menyatakani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii adalahi pemiliki sahi 

atasi sebidangi tanahi seluasi 10.600i m2i (sepuluhi ribui enami ratusi meteri persegi)i 

dengani Sertifikati Haki Miliki Nomori 4773,i terletaki dii Banjari Batui Belig,i Desai 

Kerobokan,i Kecamatani Kutai Utara,i Kabupateni Badung,i Provinsii Bali; 
4. Menyatakani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii adalahi pembelii yangi 

beriktikadi baiki dani sudahi sepatutnyai mendapatkani perlindungani hukum; 
5. Menyatakani Tergugati Rekonvensi/Penggugati Konvensii telahi melakukani 

perbuatani melawani hukum; 
6. Menghukumi Parai Turuti Tergugati Rekonvensii untuki tunduki dani patuhi atasi 

putusani ini; 
7. Menolaki gugatani Penggugati Rekonvensi/Tergugati IIIi Konvensii selaini dani 

selebihnya;i  
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Dalami Konvensii dani Rekonvensi: 
- Menghukumi Termohoni Peninjauani Kembalii Keduai untuki membayari biayai 

perkarai dalami semuai tingkati peradilan,i yangi dalami pemeriksaani peninjauani 

kembalii keduai inii sejumlahi Rp.2.500.000,00i (duai jutai limai ratusi ribui rupiah); 
 
Berdasarkani amari putusani tersebuti demii hukumi dani demii teorii hukumi yangi 

dikemukakani parai ahli-ahlii hukumi bahwai putusani aquoi memilikii sifati daripadai 

putusani deklaratoiri dani satu-satunyai amari yangi bisai dii eksekusii adalahi membayari 

biayai perkara.i Sepertii yangi kitai ketahuii bersamai putusani deklaratoiri merupakani 

putusani yangi noni executablei ataui tidaki dapati dieksekusi,i namuni pelaksanaani 

dilapangani berbeda,i Ketuai Pengadilani Negerii Kelasi IAi Denpasari memberikani 

penetapani bahwai putusani tersebuti dapati dii eksekusii dengani dikeluarkannyai surati 

Nomor:i 75/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/1/2024i tanggali 11i Januarii 2024i jo.surati Nomor:i 

782/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/V/2024i tanggali 14i Meii 2024i yangi kedua-duanyai 

merupakani surati pemberitahuani pelaksanaani eksekusii terhadapi putusani dimaksud. 

Terjadii kekeliruani yangi dilakukani olehi Ketuai Pengadilani Negerii Kelasi IAi Denpasari 

karenai eksekusii tersebuti terjadii atasi perintahi dani dii bawahi pimpinani Ketuai Pengadilani 

tingkati pertama.i Asasi inii diaturi dalami Pasali 195i ayati (1)i HIR/Pasali 206i ayati (1)i RBg.i 

eksekusii suatui putusani harusi didasarkani padai surati perintahi eksekusii (writi ofi execution)i 

dani pengawasani Ketuai Pengadilan,i karenai secarai hukum,i yangi berwenangi menyatakani 

suatui putusani dapati dieksekusii ataui tidaki adalahi Ketuai Pengadilan.i Surati perintahi 

eksekusii itulahi nantinyai yangi akani menjadii panduani bagii Panitera/Jurui Sitai dalami 

melakukani eksekusi. 14
i i Seharusnyai padai Putusani Peninjauani Kembalii Keduai 

Mahkamahi Agungi Republiki Indonesiai Nomor:i 1104i PK/PDT/2022i tanggali 12i Januarii 

2023i Ketuai Pengadilani Negerii Kelasi IAi Denpasari menyatakani putusani tersebuti tidaki 

dapati dieksekusii dikarenakani putusani tersebuti adalahi putusani yangi bersifati 

deklaratoir,i namuni yangi dilakukani adalahi hali sebaliknyai yaknii putusani dapati 

dilaksanakani eksekusi.i  

Putusani deklaratoir,i sebagaimanai telahi diuraikan,i hanyai mencakupi amari ataui diktumi 

yangi menyatakani suatui kondisii hukum.i Berdasarkani prinsip-prinsipi eksekusi,i putusani 

yangi memenuhii syarati untuki dilaksanakani adalahi yangi mengandungi amari 

condemnatoir.i Amari inii adalahi perintahi penghukumani kepadai salahi satui pihaki untuki 

melakukani ataui tidaki melakukani tindakani spesifik.i Konsekuensinya,i apabilai adai 

permohonani eksekusii diajukani atasi putusani deklaratoir,i Ketuai Pengadilani secarai 

hukumi akani menyatakani bahwai putusani tersebuti tidaki dapati dieksekusi. 15
i Putusani 

condemnatoiri akani ditindaklanjutii dengani melakukani eksekusii rilli sebagaimanai Pasali 

1033i RV,i Pasali 200i ayati (11)i HIR/Pasali 218i ayati (2)i RBg. 

Putusani deklaratoiri sekadari memuati amari yangi menegaskani suatui keadaan.i Berbedai 

dengani itu,i asas-asasi eksekusii mengharuskani putusani yangi dapati dieksekusii memilikii 

amari condemnatoir,i yaknii amari yangi menghukumi pihaki tertentui untuki melaksanakani 

ataui menghindarii perbuatani tertentu.i Olehi karenai itu,i jikai permohonani eksekusii 

 
14 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010), Jakarta: Ditjen BADILAG MA-RI, 2011, hlm. 123. 
15  Arzani, R. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat 

Dieksekusi. AkMen Jurnal Ilmiah, 15(2). 
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diajukani untuki putusani deklaratoir,i Ketuai Pengadilani akani menetapkani bahwai 

putusani tersebuti tidaki dapati dijalankani karenai ketiadaani amari penghukuman. 

3.2 Upayai Hukumi yangi Dapati Dilakukani Untuki Mengeksekusii Putusani yangi 

Bersifati Deklaratoir 

Putusani deklaratoir,i sebagaimanai telahi diuraikan,i hanyai mencakupi amari ataui diktumi 

yangi menyatakani suatui kondisii hukum.i Berdasarkani prinsip-prinsipi eksekusi,i putusani 

yangi memenuhii syarati untuki dilaksanakani adalahi yangi mengandungi amari 

condemnatoir.i Amari inii adalahi perintahi penghukumani kepadai salahi satui pihaki untuki 

melakukani ataui tidaki melakukani tindakani spesifik.i Konsekuensinya,i apabilai adai 

permohonani eksekusii diajukani atasi putusani deklaratoir,i Ketuai Pengadilani secarai 

hukumi akani menyatakani bahwai putusani tersebuti tidaki dapati dieksekusi.16
i Meskipuni 

demikian,i hukumi acarai tidaki sepenuhnyai menghalangii pelaksanaani suatui putusani 

deklaratoir.i Terdapati proseduri ataui upayai hukumi spesifiki yangi bisai ditempuhi agari 

putusani yangi bersifati deklaratifi tersebuti dapati diimplementasikan. 

Putusani yangi bersifati deklaratoir,i sebagaimanai telahi diuraikan,i tidaki memilikii dayai 

laksanai (noni executable).i Olehi sebabi itu,i dalami kondisii ini,i agari putusani deklaratoiri 

tersebuti memperolehi kekuatani eksekutorial,i wajibi ditempuhi upayai hukumi berupai 

pengajuani gugatani baru.i Tujuani darii gugatani inii adalahi memaksai pihaki yangi kalahi 

untuki melaksanakani putusani melaluii penambahani amari ataui diktumi yangi bersifati 

penghukumani tertentu.i Perlui dicatati bahwai putusani deklaratoiri yangi memungkinkani 

ditempuhi jaluri gugatani barui inii hanyalahi putusani yangi telahi berkekuatani hukumi tetapi 

(inkrachti vani gewijsde).i Konsekuensinya,i pengajuani gugatani untuki memintai eksekusii 

putusani deklaratoiri tidaki diperbolehkani jikai putusani tersebuti belumi inkracht.i Dengani 

demikian,i maka:i  

1) “Putusani declaratoiri hanyai dapati dieksekusii melaluii gugatani barui yangi 

memintai agari putusani declaratoiri dieksekusi;i  

2) Selamai tidaki diajukani gugatani baru,i selamai itui pulai putusani perkarai 

contentiosai yangi bersifati declaratoiri tidaki dapati dieksekusi;i  

3) Permintaani eksekusii putusani tersebuti dapati dikabulkani dengani putusani 

sertai mertai ataui eksekusii terlebihi dahului (uitvoerbaari biji voorraad)i meskipuni 

adai upayai bandingi ataui verzeti sesuaii dengani ketentuani pasali 180i HIR.”17 

Adai beberapai ketentuani yangi perlui diperhatikani dalami pemeriksaani gugatani agari 

putusani declaratoiri dieksekusi,i yaitu:i  

1) “Majelisi Hakimi tidaki diperbolehkani menilaii dani memeriksai materii isii 

putusani declaratoir.i Majelisi hakimi dalami konteksi inii tidaki diperkenankani 

samai sekalii menilaii materii ataui substansii putusani karenai putusani declaratoiri 

tersebuti adalahi putusani yangi telahi berkekuatani hukumi tetap,i sehinggai 

pertimbangani hukumi dani amarnyai harusi diartikani sebagaii suatui keadaani 

yangi finali dani tetapi (finali andi steady).i Dengani demikian,i makai tertutupi segalai 

 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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upayai untuki menilaii ataui mengoreksii materii pertimbangani hukumi dani amari 

putusani declaratoiri tersebut.i  

2) Fungsii hakimi dalami hali inii hanyalahi menilaii apakahi putusani declaratoiri dapati 

dieksekusii ataui tidak.i Penilaiani inii dilakukani dengani menelitii apakahi amari 

ataui diktumi declaratoiri tersebuti dapati dikaitkani dengani eksekusii ataui tidak.i 

Mengaitkani putusani declaratoiri dengani eksekusii dapati dilakukani dengani 

menelitii keterhubungani antarai amar,i objeki perkara,i dani eksekusi.i Tidaki 

semuai putusani declaratoiri dapati dikaitkani dengani eksekusi.i  

3) Jikai putusani declaratoiri tersebuti melaluii gugatani barui benar-benari dapati 

dieksekusi,i makai selayaknyai hakimi mengabulkannyai dengani putusani sertai 

merta;i Salahi satui prinsipi dalami pengabulani gugatani agari putusani declaratoiri 

dapati dilaksanakani adalahi bahwai putusani tersebuti dikabulkani dengani 

putusani sertai mertai ataui eksekusii terlebihi dahului (uitvoerbaari biji voorraad).i 

Hali inii mengacui padai ketentuani Pasali 180i ayati (1)i HIRi ataui Pasali 191i ataui (1)i 

RBg,i sertai ketentuani laini yangi jugai dapati mengikati yaitui SEMAi No.i 3i tahuni 

2000i tentangi putusani Sertai Mertai dani Provisioneel,i dani SEMAi No.i 4i tahuni 

2001i yangi menggariskani bahwai salahi satui syarati yangi diperlukani agari hakimi 

dapati memutusi suatui perkarai dengani eksekusii terlebihi dahului adalahi 

gugatani didasarkani padai putusani pengadilani yangi telahi berkekuatani hukumi 

tetap.i Mengenaii hali ini,i perlui diperhatikani ketentuani berikut:i  

a. Antarai putusani dengani gugatani barui memilikii relevansii satui samai lain;i  

b. Antarai putusani dengani gugatani barui tidaki dikacaukani ataui dikeruhkani 

putusani perkarai laini (tidaki adai putusani yangi salingi bertentangani 

terhadapi kasusi tersebut)i  

4) Eksekusinyai tetapi dapati dilaksanakani meskipuni adai upayai bandingi ataui 

verzet.i Eksekusii harusi konsekueni dijalankani olehi Pengadilani jikai tidaki adai 

perkembangani barui yangi timbuli dii sekitari perkarai yangi bersangkutan.i Akani 

tetapi,i perlui diperhatikani bahwai meskipuni adai amari eksekusii dijalankani 

terlebihi dahulu,i tetapi harusi diperpegangii prinsipi kehati-hatiani dani 

kecermatani terhadapi upayai hukumi bandingi dani verzeti yangi ditempuhi 

terhadapnya.”18 

Secara teoritis, putusan pengadilan dalam perkara perdata dibedakan ke dalam tiga 
jenis, yaitu putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan putusan condemnatoir. 
Putusan deklaratoir pada hakikatnya hanya berfungsi untuk menegaskan atau 
menyatakan suatu keadaan hukum atau status hukum tertentu, tanpa disertai perintah 
penghukuman kepada pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

 
18 Ibid. 
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perbuatan.19 Oleh karena itu, dalam doktrin hukum acara perdata, putusan deklaratoir 
secara prinsip tidak memiliki daya eksekutorial (non-executable)20. 

Teori pemisahan antara putusan deklaratoir dan condemnatoir menegaskan bahwa 
hanya putusan yang mengandung amar penghukuman (condemnatoir) yang dapat 
dieksekusi secara paksa oleh pengadilan melalui mekanisme eksekusi riil. Amar yang 
bersifat deklaratif tidak memenuhi syarat sebagai dasar eksekusi karena tidak 
mengandung kewajiban konkret yang dapat dipaksakan oleh negara melalui aparat 
peradilan 21 . Dengan demikian, permohonan eksekusi terhadap putusan deklaratoir 
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Namun demikian, doktrin hukum acara perdata juga mengenal mekanisme upaya 
hukum lanjutan sebagai solusi atas keterbatasan eksekutorial putusan deklaratoir. Salah 
satu teori yang relevan adalah teori gugatan lanjutan (consequential relief theory), yang 
menyatakan bahwa putusan deklaratoir dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan 
gugatan baru yang bertujuan untuk memperoleh amar condemnatoir berdasarkan 
keadaan hukum yang telah dinyatakan dalam putusan sebelumnya. Dalam konteks ini, 
putusan deklaratoir yang telah berkekuatan hukum tetap berfungsi sebagai dasar 
yuridis (legal standing) bagi pengajuan gugatan baru, tanpa membuka kembali 
pemeriksaan pokok perkara. 

Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwa hakim dalam gugatan lanjutan dilarang 
menilai kembali substansi atau ratio decidendi putusan deklaratoir, melainkan hanya 
menilai apakah putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan amar 
penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan asas res judicata pro veritate habetur yang 
menempatkan putusan berkekuatan hukum tetap sebagai kebenaran hukum yang 
mengikat para pihak. 

Selain gugatan lanjutan, teori putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) juga relevan 
dalam pembahasan upaya hukum terhadap putusan deklaratoir. Dalam praktik 
peradilan, apabila gugatan lanjutan dikabulkan dan dikaitkan secara langsung dengan 
putusan deklaratoir yang telah inkracht, hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat 
dieksekusi terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau verzet. Hal 
ini didasarkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan diperkuat oleh SEMA Nomor 3 Tahun 
2000 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001, dengan syarat adanya relevansi yang kuat antara 
putusan sebelumnya dan gugatan lanjutan22. 

Dalam konteks alternatif eksekusi, teori dwangsom (uang paksa) juga menjadi instrumen 
penting. Dwangsom merupakan sanksi finansial yang dijatuhkan untuk memaksa pihak 
yang kalah melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Meskipun dwangsom tidak 
dapat dilekatkan langsung pada putusan deklaratoir, mekanisme ini dapat dimohonkan 
dalam gugatan lanjutan sebagai bentuk amar condemnatoir tambahan guna menjamin 

 
19 Kasim, R. (2021). Eksekusi putusan perdata yang tidak dapat dijalankan menurut hukum acara 

perdata. Lex et Societatis, 9(3), 64–73. 
20 Arzani, R. A. (2018). Tinjauan yuridis terhadap putusan declaratoir yang tidak dapat dieksekusi. 

AkMen Jurnal Ilmiah, 15(2), 233–242. 
21 Ibid. 
22 Fathona, C., & Lubis, F. (2023). Strategi hukum dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi 

putusan hakim perdata. Judge: Jurnal Hukum, 4(1), 77–89. 
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efektivitas pelaksanaan putusan 23. Dengan adanya dwangsom, putusan pengadilan tidak 
hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki tekanan ekonomis yang mendorong 
kepatuhan hukum. 

Selanjutnya, teori eksekusi riil dan strategi hukum preventif-represif menekankan 
bahwa efektivitas pelaksanaan putusan tidak hanya ditentukan oleh jenis putusan, 
tetapi juga oleh ketepatan strategi hukum yang ditempuh oleh pihak yang 
berkepentingan. Strategi preventif dilakukan melalui penentuan objek sengketa yang 
jelas dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, sedangkan strategi 
represif ditempuh melalui pengajuan gugatan lanjutan atau permohonan penetapan 
eksekusi berdasarkan amar condemnatoir yang telah diperoleh24. 

Dengan demikian, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa putusan deklaratoir tidak 
dapat dieksekusi secara langsung, namun tetap dapat diimplementasikan melalui 
serangkaian upaya hukum lanjutan yang sah, yaitu: (1) pengajuan gugatan baru untuk 
memperoleh amar condemnatoir, (2) permohonan putusan serta-merta dalam gugatan 
lanjutan, dan (3) penggabungan mekanisme dwangsom sebagai alat pemaksa tidak 
langsung. Pendekatan ini menegaskan bahwa eksekusi putusan deklaratoir harus 
ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, kehati-hatian yudisial, dan 
perlindungan hak para pihak. 

4. Kesimpulan 

Kewenangani Pengadilani Negerii Denpasari dalami melaksanakani eksekusii putusani 

deklaratoiri padai Putusani Peninjauani Kembalii Keduai Nomor:i 1104i PK/PDT/2022i 

menunjukkani adanyai ketidaksesuaiani dengani asasi hukumi yangi berlaku.i Secarai teoritis,i 

putusani deklaratoiri bersifati non-executablei karenai hanyai memuati penegasani suatui 

keadaani hukumi tanpai amari condemnatoir.i Namun,i dalami kasusi ini,i Ketuai Pengadilani 

Negerii Kelasi IAi Denpasari justrui mengeluarkani penetapani eksekusi,i yangi bertentangani 

dengani prinsipi bahwai hanyai putusani berkekuatani hukumi tetapi dengani amari 

penghukumani yangi dapati dieksekusi.i Hali inii mengindikasikani perlunyai penegasani 

ulangi terhadapi pemahamani dani penerapani asasi eksekusii dalami putusani deklaratoiri 

olehi lembagai peradilan.i Upayai hukumi yangi dapati dilakukani untuki mengeksekusii 

putusani deklaratoiri adalahi melaluii gugatani barui dengani memintai amari condemnatoir,i 

sepertii penghukumani untuki mematuhii putusani sebelumnya.i Prosesi inii harusi 

memastikani bahwai putusani deklaratoiri telahi berkekuatani hukumi tetapi dani tidaki 

menilaii ulangi substansii putusani tersebut.i Selaini itu,i eksekusii dapati dilaksanakani 

dengani putusani sertai mertai (uitvoerbaari biji voorraad)i meskipuni adai upayai banding,i 

asalkani memenuhii syarati relevansii dani tidaki bertentangani dengani putusani lain.i 

Mekanismei inii menjadii solusii untuki mengatasii keterbatasani eksekusii langsungi 

terhadapi putusani deklaratoir. 
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